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ABSTRAk 

       Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 

Tentang Terdakwa Melarikan Diri Yang Menjadi Alasan Pemberat Penjatuhan 

Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ 

Pn. Bgl) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan 

hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. 

Bgl tentang terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuhan 

pidana? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 

terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana dalam 

putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl?  

       Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan 

teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh 

kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum 

Positif. 

       Hasil penelitian ini  adalah pertama sebelum hakim menjatuhkan hukuman 

atau putusannya maka Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya 

menggunakan 3 dakwaan. Kemudian Hakim dalam memutuskan perkara ini 

menggunakan pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan, yang berbunyi: “Jika 

mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun”,  dimana semua unsur yang ada dalam KUHP ini telah terpenuhi dengan 

apa yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam putusannya majelis Hakim 

menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 tahun, yaitu melebihi batas maksimal 

hukuman yang ada dalam pasal 351 ayat (3). Pertimbangan hakim yang menjadi 

alasan pemberat hukuman yaitu terdakwa pernah melarikan diri selama 4 tahun. 

Akan tetapi jika dilihat dalam alasan-alasan yang dapat memberatkat hukuman 

perbuatan terdakwa yang melarikan diri tidak bisa dijadikan acuan dalam 

memberatkan hukuman. Pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri dalam 

menentukan hukuman. Tetapi tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi 

daripada ancaman maksimal dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh 

menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-

undangan lain. Kedua melarikan diri dalam pandangan Hukum Pidana Islam 

terhadap pelaku kejahatan tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam, 

akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi tindakannya termasuk Ta’zi>r, maka 

yang menentukan hukumannya adalah penguasa (Ulil Amri). Sedangkan jika 

dikaitkan dengan jari>mah yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum atau 

mengganggu keamanan Negara. Adapun dalam Hukum Positif perbuatan 

terdakwa yang melarikan diri tidak termasuk dalam alasan pemberat karena 

terdakwa bukan merupakan seorang yang mempunyai kualitas khusus dan tidak 

dapat dikenai hukuman tambahan sehingga terdakwa tidak dapat dikenai 

hukuman yang dapat memberatkan. 

       Saran dari penulis kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya para 

Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan hukum yang berlaku 

sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas serta menciptakan rasa 

keadilan bagi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Islam adalah agama suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai 

agama yang rahmatan lil a>lami>n, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran 

kepada manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati 

indahnya sebuah kehidupan. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan 

pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta.1 Perlindungan atas lima hal tersebut oleh al-Syaitibi dinamakan 

maqa>sid al-syari>’ah. Hakikat dari pemberlakuan syari’at (hukum) oleh Tuhan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat 

diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan 

dipelihara.2 

       Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti 

memelihara serta melindungi eksistensi kehidupan manusia yang damai dan 

sejahtera. Oleh karenanya Islam sangat menghargai jiwa terlebih-lebih 

terhadap jiwa manusia. Sebagai agama yang universal, Islam juga mengatur 

kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 

                                                           
1 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128. 
2 Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 91. 
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       Namun, Fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-

perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, 

pembunuhan, dan sebagainya.3 

       Di dalam hukum Islam diatur perbuatan pidana baik secara formal 

maupun materiel yang berisikan norma, dan sanksi berkaitan dengan 

pencurian, perzinaan, perampokan, minum-minuman keras, tuduhan 

perzinaan, tindak pidana pembunuhan dan kekerasan fisik lainnya. 

Di era reformasi ini tindakan kriminal serta pelanggaran pidana semakin 

kreatif dan canggih. Bahkan khusus di Indonesia berbagai bentuk kekerasan 

semakin berkembang sehingga ada kecenderungan (trend) masyarakat 

semakin mengabaikan aturan yang berlaku. Selain itu dengan melihat 

perkembangan makro dapat diprediksikan bahwa kejahatan-kejahatan 

semakin marak yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran pidana semakin 

marak dengan berbagai modus operandinya. 

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun 

berkelompok seperti tawuran pelajar, sangat mengganggu ketertiban 

masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Kekerasan tersebut dapat 

pula menyebabkan perampasan jiwa seseorang dengan jalan membunuh 

maupun berbagai macam bentuk penganiayaan terhadap tubuh seseorang. Hal 

demikian membuat masyarakat semakin resah karena terabaikannya payung 

hukum yang melindungi masyarakat, tampaknya kesadaran akan menghargai 

                                                           
3 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka  Idea, 2015), 4. 
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hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama umat semakin menipis atau 

pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku 

berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak 

kelihatan lagi. 

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang dari hukum pidana. 

Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana 

terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan 

pula ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I dan II tentang pidana, 

terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana 

terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik 

penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang 

terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.4 

Dalam pasal 338 diterangkan hukuman mengenai pembunuhan,pasal 

351 ayat (3) dan pasal 354 ayat 92) telah diterangkan tentang hukuman 

penganiayaan yang mengakibatkan  

Pasal 338: 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.5 

Pasal 351 ayat (3): 

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 

tahun.6 

 

                                                           
4 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet.ke-16, (Jakarta:Bumu Aksara, 

1990), 6. 
5  Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rikeka Cipta, 2014), 134. 
6  Ibid,.. 137. 
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Pasal 354 ayat (2): 

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 

penjara paling lama sepuluh tahun.7 

       Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan 

menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah maka diadakanlah pembalasan 

atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar 

merasa jera dan berfikir untuk tidak mangulangi perbuatan yang sama. 

Sebagaimana dimaksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak 

pidana atas selain jiwa yang didefinisi oleh Abdul Qadir Audah sebagai 

perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain.8 

       Teknis pembunuhan ini dinamakan delik material, dimana kejahatan baru 

dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tidak dirumuskan cara 

bagaimana pembunuhan itu dilakukan pembunuhan diatas seperti disebut 

“pembunuhan biasa” dalam bahasa asing dinamakan “dooslag”, dimana 

diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, 

sedangkan kematian itu disengaja, maksudnya masuk dalam niat pembuat.9 

       Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana 

Islam diancam dengan hukum jari>mah ta’zi>r. Kejahatan pembunuhan yang 

termasuk dalam kategori jarimah ta’zi>r. Kejahatan yang masuk golongan 

Jari>mah ta’zi>r ini dalam hukum pidana Barat biasanya dikenal sebagai tindak 

pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk 

                                                           
7  Ibid,..138. 
8 Wardi muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 91. 
9 R Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus, (Bandung: PT. Karya 

Nusantara, 1984), 149. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

dalam jari>mah ta’zi>r ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja, (2) 

pembunuhan semi sengaja, (3) memyebabkan matinya orang karena kealpaan 

atau kesalahan, (4) penganiayaan dengan sengala, dan (5) menyebabkan orang 

luka karena kealpaan atau kesalahan. Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 178-179.10 

لَىۖ  الْحُرُّ باِلْحُرِِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْْنُْ ثَىٰ ياَ أيَ ُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ

لِكَ تَ  نْ خْفِيفٌ مِ باِلْْنُْ ثَىٰۚ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍۗ  ذَٰ

لِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  أوُلِي  ياَ حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ فِي  (  وَلَكُمْ ٨٧١) رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَ عْدَ ذَٰ

                                                                                                                                                                                                                                                                          11(٨٧١ (تَ تَّقوْن َ  لَعَلَّكُمْ  الْلْبَابِ 

 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qish-ash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang 

baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya 

siksa yang sangat pedih. 
 
179. Dan dalam qis}a>s itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.  
 

       Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukuman Jari>mah 

ta’zi>r, yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal ini tidak 

dikenakan Jari>mah ta’zi>r, melainkan hanya wajib membayar denda yang 

                                                           
10 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 129. 
11 T.M, Hasbi Ash-Siddiqi, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim Al-Haramain 
Asy-Syarifain, (Madinah: 1971), 10 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang 

membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, 

tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya. 

       Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam 

maupun pidana positif yang telah disebutkan diatas menjadi menarik untuk 

dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya 

penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian. 

       Berbeda dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan pada 

umumnya, kasus ini telah menitik beratkan terhadap pola penganiayaan 

namum menyebabkan kematian terhadap orang lain. Jika dalam kasus 

pembunuhan biasa, putusannya mengacu pada KUHP Pasal 338 dengan 

ancaman maksimal 15 Tahun penjara. Sedangkan dalam kasus penganiayaan 

putusan pengadilan biasanya mengacu pada KUHP Pasal 351 ayat (3) dengan 

ancaman penjara maksimal 7 tahun dan pasal 354 ayat (2) KUHP dengan 

ancaman penjara paling lama 10 tahun. 

       Dalam kasus ini harusnya hakim mempertimbangkan pasal 338, 351 dan 

354 sebagai acuan membuat putusan, sebab tindak pidana penganiayaan 

yang menyebabkan kematian ini mengandung dua perbuatan kejahatan, 

yaitu penganiayaan dan pembunuhan.12 

       Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penyusun tertarik untuk 

membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum ada penelitian 

                                                           
12 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rikeka Cipta, 2014), 134. 
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yang membahas kasus Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan 

Kematian dengan pertimbangan Hakim yang dalam menghukum melebihi 

batas maksimal dari hukuman yang didakwakan. Dalam kasus ini hakim 

melanggar Asas Legalitas karena hakim dalam mendakwakan terdakwa 

menggunakan dakwaan pasal 351 ayat (3) yaitu jika perbuatan tersebut 

mengakibatkan mati maka diancam dengan pidana perjara maksimal 7 

tahun. Tetapi dalam kasus ini hakim menghukum selama delapan tahun. 

Dasar hukum Asas Legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: 

       Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.13 

       Karena dalam hal ini Hakim telah menghukumi melebihi batas 

maksimal dari hukumn yang telah ditentukan dalam pasal. Dalam 

pertimbangan hakim terdakwa pernah melarikan diri sehingga perbuatan ini 

dijadikan Hakim dalam alasan pemberat dalam hukuman. Tetapi dalam teori 

alasan pemberat bahwa terdakwa yang melarikan diri tidak menjadi unsur-

unsur yang menjadikan alasan pemberat penjatuhan pidana. 

       Dalam hal ini hakim tidak boleh menghukumi terdakwa dengan 

memperberat hukuman hanya karena melihat pertimbangan hakim yang 

memberatkan terdakwa dengan dilihat bahwa terdakwa pernah melarikan 

diri selama 4 tahun. Dalam unsur-unsur pemberat hukuman seorang dapat 

dikenai tambahan hukuman apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi 

unsur-unsur tersebut. 

                                                           
13 Ibid., 3. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang akan diteliti yaitu: 

a. Penganiayaan menurut pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 

219/Pid.B/2018/PN.Bgl. 

b. Menyebabkan orang lain meninggal menurut Bab XIX Pasal 338 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Kejahatan 

terhadap nyawa. 

c. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 

219/Pid.B/2018/PN.Bgl.  

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah 

diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah 

secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran 

pokok penelitian. Maka dari itu penulis memfokuskan masalah yaitu:     

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan 

Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl. Tentang terdakwa yang 

melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana? 
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b. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap terdakwa 

yang melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana. 

Dalam Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam 

Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl tentang terdakwa yang 

melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 

terdakwa yang melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana 

dalam Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl. 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.14 

                                                           
14 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). 8. 
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       Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi 

yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan 

Kematian. Adapun skripsi tersebut adalah: 

        Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang 

bernama Diana Zahroh yang bertemakan Analisis Hukum Pidana Islam 

tentang Kekerasan terhadap anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia 

(Studi Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh).15 

       Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 

bernama Anisah yang bertemakan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak di dalam 

Kandungan (Studi Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk16 

       Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini lebih mengutamakan ke alasan pemberat penjatuhan pidana 

dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Di dalam skripsi sebelumnya 

dijelaskan bahwa kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut 

dilakukan terhadap korban anak-anak. Kalau di kasus yang saya bahas ini 

“Analisis Hukum Pidana Islam tentang terdakwa melarikan diri Yang 

Menjadi Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana” terkait kasus penganiayaan 

                                                           
15 Zahroh Diana, “Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Terhadap 

Anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia: Studi Putusan Nomor 163/ 
Pid.Sus/ 2015/ PN.Lbh” (Skripsi:--Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sunan Ampel  Surabaya, 2016). 
16 Anisah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang    

Menyebabkan Kematian Pada Anak di dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor: 141/ 
Pid.Sus/2015/PN.Rrk)”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2017). 
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yang mengakibatkan kematian dan dikaji menurut hukum pidana Islam dan 

hukum positif. 

        Semua penelitian berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang 

Mengakibatkan Kematian yang membedakan dengan penelitian yang akan 

dibahas oleh peneliti ialah bagaimana analisis   hukum pidana Islam dan juga 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, sehingga menurut penulis 

judul tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang terdakwa melarikan 

diri Yang Menjadi alasan Pemberat Penjatuhan Pidana” (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl)” ini 

dianggap layak untuk diteliti lebih lanjut. 

 

E. Tujuan Penelitian  

       Sejalan dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam 

Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl. Tentang terdakwa yang 

melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana? 

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 

terdakwa yang melarikan diri sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana. 

Dalam Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

       Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan 

dalam lingkup hukum pidana Islam. 

2. Secara Praktis 

       Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi yang diperlukan 

sehingga memperoleh kegunaan yang diajukan bagi penegakan hukum 

demi terciptanya keadilan dan kepastian bagi rakyat penari keadilan.  

 

G. Definisi Operasional 

       Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum 

Pidana Islam Tentang terdakwa yang melarikan diri sebagai Alasan Pemberat 

Penjatuhan Pidana. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 219/ 

Pid.B/ 2018/ PN.Bgl)” maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara 

operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam 

skripsi berikut adalah: 

1. Hukum Pidana Islam: alasan pemberat dalam hukum pidana Islam. 

2. Hukum Positif: yang berkaitan dengan konsep KUHP tentang alasan 

pemberat penjatuhan pidana. Pasal 351 ayat (3) yang berbunyi: jika 
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perbuatan tersebut mengakibatkan kematian maka diancam dengan 

pidana penjara paling lama 7 tahun. 

3. Alasan Pemberat Pidana:  

4. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl: 

tentang alasan pemberat penjatuhan pidana 

 

H. Metode Penelitian 

       Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sama yag 

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 

mengembangkn ilmu pengetahuan.17 

1. Jenis Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian 

ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada 

pustaka sebagai suatu objek studi.18 Pustaka hakekatnya merupakan hasil 

oleh budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis guna menuangkan 

ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. 

       Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian tentang 

buku, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkadang pada 

                                                           
17  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3. 
18  Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, cet. Ke-7, 

(Bandung 

    1994), 25. 
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buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun 

sekelompok orang selalu ada variasinya.19 

2. Data Yang Disimpulkan 

       Memuat tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari  

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam 

memutus dan menangani tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian. 

3. Sumber Data 

       Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

a. Sumber Primer 

       Sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat 

secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan 

hakim. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan 

adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 219/ Pid.B/ 

2018/ PN.Bgl.20 

b. Sumber Sekunder  

       Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang 

kelengkapan data. 21  Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

seperti dokumentasi, buku-buku seperti apapun yang berkaitan 

                                                           
19  Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
20  Putusan Perkara Nomor 219/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan 

    Kematian 
21 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, cet. Ke-7,(Bandung,        

1994), 30. 
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dengan obyek penelitian. Sumber sekunder dibagi menjadi 2 yaitu 

tentang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, diantaranya yaitu: 

1) Tentang Hukum Pidana Islam 

a) Ahmad Jazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan 

dalam Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. 

b) Munajat, Makhrus, Dekontruksi Hukum Pidana Islam. 

Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.  

c) Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 

Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004). 

2) Tentang Hukum Positif 

a)  Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014) 

b) Oemar Seno, Hukum Hakim Piakim. Jakarta: Erlangga, 1984. 

c) Soesilo, R, Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-

Delik Khusus. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984.   

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang 

secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut 

dalam litelatur metodologi penelitian. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 

        Teknik dokumentasi adalah menghimpun data-data yang 

menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik 
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berupa buku, artikel, Koran dan lainnya sebagai data penelitian. 

Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara mempelajari pertimbangan hukum 

hakim tentang Penganiayaan melalui media internet dan Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl  

5. Teknik Pengolahan Data 

       Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan 

deduktif yaitu mengolah data yang di dapat dari sumber data primer 

dan sekunder. 

6. Teknik Analisis Data  

       Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimaksud dengan 

metode deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki.22  

       Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pola pikir deduktif, yakni pola piker yang berangkat 

dari variable yang bersifat umum dalam hal ini adalah teori Hukum 

Pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variable yang bersifat 

khusus dalam hal ini Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl 

 

                                                           
22  Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1999), 63. 
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I. Sistematika Pembahasan 

       Bab I: Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok 

pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, 

sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks 

penelitian, identifikasi masalah, pemberantasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasam  

       Bab II: Memuat tentang Alasan Pemberat dalam hukum pidana Islam dan 

Hukum Positif. 

a. Menjelaskan Alasan Pemberat Menurut Hukum Pidana Islam. 

b. Menjelaskan Alasan Pemberat Menurut Hukum Positif 

c. Jari>mah Ta’zi>r 

       Bab III>: Memuat deskripsi yang berkenaan dengan hasil penelitian berupa 

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl 

tentang Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana. 

       Bab IV: Merupakan analisis terhadap data yang berupa Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl tentang Alasan 

Pemberat Penjatuhan Pidana. 

       Bab V: merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis 

yang menjawab rumusan masalah beserta saran-saran terhadap penegakan 

hukum di Indonesia. 
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BAB II 

ALASAN PEMBERAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF  

A. Alasan Pemberat Menurut Hukum Pidana Islam  

       Alasan pemberat pidana dalam hukum Islam tidak dijelaskan dengan rinci 

tetapi dalam Islam hanya ada pengulangan jari>mah  oleh seseorang, setelah 

jarimah yang sebelumnya mendapat hukuman memalui keputusan terakhir. 

Menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman pertama. Oleh 

karena itu sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan ini pada masa-masa 

yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana Hukum Positif. Akan tetapi, pada 

masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman 

tersebut.1 

       Dikutip A. Hanafi mengungkapkan  seseorang dianggap sebagai pengulang 

jarimah apabila orang-tersebut sebagai berikut:2  

a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jari>mah jina>yah, kemudian ia melakukan 

jina>yah atau jari>mah. 

b. Orang yang dijatuhkan hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata 

ia melakukan suatu jari>mah, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya 

hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kadaluarsa. 

                                                           
1 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isam cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), 164-166 
2   Ahmad. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, 324-327. 

 

18 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 

 

c. Orang yang dijatuhkan hukuman karena jina>yah atau janhah dengan hukuman 

penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia 

melakukan janhah yang sama dengan jari>mah yang pertama sebelum lewat 

lima tahun dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan 

penggelapan barang dianggap janhah-janhah yang sama. 

       Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada 

keseragaman bagi semua jari>mah. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal 

aturan umum tentang pengulangan kejahatan.  

       Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau 

ia dibebankan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat 

menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak 

menjalani hukuman dan tidak pula dibebankan, asal hak untuk melaksanakan 

hukuman belum habis. 

2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun 

       Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan 

dalah pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana 

yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun 

denda.3 

       Dengan melihat beberapa aspek dalam Hukum Islam orang yang 

melakukan tindak pidana harus dijatuhkan  hukuman yang telah ditetapkan di 

                                                           
3 Ibid., 328. 
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atas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana 

yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan 

diperberat, apabila ia terus melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dijatuhkan 

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk 

menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan 

memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 

       Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan, namun 

tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. 

Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka 

mungkin menganggap hal ini sebagai siya>sah syar’iyyah atau kebijakan penguasa 

yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa Negara Ulil Amri.4 

B.Alasan Pemberat Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian  

            Pemberat ancaman pidana adalah dalam prosesnya seorang aparat penegak 

hukum memberikan peluang dan kebebasan untuk menerapkan prinsip 

pemberatan pidana ini terhadap seorang terdakwa yang akan menjalani proses 

peradilan. Prosesnya dimulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan 

pidana oleh pengadilan yang bersangkutan. 

             Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang 

berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasar 

                                                           
4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), 165 
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ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai 

penganiayaan di atas, yaitu:5  

a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas 

sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau 

karena menjalankan tugasnya yang sah. 

b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan 

dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum. 

       Faktor-faktor yang membuat pemberat ancaman hukuman penganiayan 

didasarkan atas alasan kualitas korban yang semua orang, melainkan terhadap 

orang tertentu. Maksudnya adalah untuk dapat dikenakan pasal penganiayaan ini 

selain korban memiliki kualitas tertentu, seperti pejabat Negara, pegawai negeri, 

dan lain sebagainya termasuk pelakunya juga memiliki kualitas tertentu pula. 

Misalnya pegawai negeri, pejabat Negara, atau pejabat penegak hukum. Maka 

jika melakukan penganiayaan ancaman hukuman ditambah sepertiga dari 

ancaman hukuman pokok. 

       Penganiayaan dengan hukuman tambahan merupakan jenis tindak pidana 

yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, pada waktu 

menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 

355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 

Nomor 1 hingga 4. 

       Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP (R. Soesilo, 

1988: 55), yaitu:6   

                                                           
5 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Grup, 2014), 99. 
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1. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan  

2. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri) 

3. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-

undang 

4. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh Negara), wali 

pengawas, menjadi kurator atau menjadi curator pengawas atas orang lain 

daripada anaknya 

       Jika dicermati ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 357 KUHP ini 

mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan 

sebagaimana diatur dalam pasal 35 KUHP dan penganiayaan berat yang 

direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Namun demikian 

apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat Negara yang sedang 

atau dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan 

hukum yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya demi 

kepentingan umum.7 

2. Macam-Macam Pemberat Penjatuhan Pidana 

a. Pemberat Pidana Karena Jabatan 

       Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang 

rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena melakukan 

pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu 

                                                                                                                                                               
6 Ibid., 102.  
7 Ibid., 103 
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melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau saran yang 

diberikan kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 

       Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP ini terletak 

pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai 

negeri) ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan:8  

a) Melanggar suatu kewajibannya. 

b) Memakai kekuasaan jabatannya. 

c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya. 

d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 

       Jadi pemberatan pidana berdasarkan pasal 52 KUHP ini berlaku 

umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan 

pelanggran jabatann adalah sama yakni pegawai negeri tetapi ada 

perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar pasal 52 

KUHP ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan. 

       Misalnya seorang dosen yang memukul mahasiswanya tidak 

memenuhi syarat butir a, sekalipun ia seorang pegawai negeri. Seorang 

polisis yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang 

mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah anggota polisi itu 

melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau memang 

ditugaskan khusus untuk menjaga uang suatu Bank Negara lalu ia sendiri 

yang mencuri. 

                                                           
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, bagian 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 

73. 
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       Begitu pula dengan butir b, misalnya seorang pegawai yang bekerja 

dikantor Kepolisian sebagai juru tik tidak dapat dikenakan pasal 52 

KUHP kalau menahan seseorang dalam tahanan. Sebaliknya kalau ia 

seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang 

memenuhi syarat butir b. seorang anggota kepolisian yang merampas 

nyawa orang lain dengan menggunakan senjata disana memenuhi pula 

syarat itu. 

       Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan yang 

memang khusus diatur dalam pasal 413-437, yang sebagaiannya telah 

dimasukkan ke dalam undang-undang tindak pidana pemberantasan 

korupsi. 

Unsur-Unsur pegawai negeri sebagai berikut: 

1. Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Memegang suatu jabatan tertentu. 

3. Melaksanakan sebagian tugas Negara dan badan-badannya. 

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau 

daerah, yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan anaegara atau daerah, yang menerima 

gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau 

fasilitas dari Negara atau Masyarakat. 

2)  Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (Recidive) 

       Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut 

masyarakat dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, 
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masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, 

menjalaninya yang kemudian melakukan tindak tindak pidana lagi, disana 

ada pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. Tetapi 

pengulangan dalam arti pidana, yang merupkan dasar pemberat pidana ini, 

tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi 

dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang. 

           Undang-Undang sendiri tidak mengatur mngenai pengulangan umum 

yang artinya melakukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua 

tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur  sebagai 

berikut: KUHP juga menentukan pidana khusus tertentu yang dapat 

terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 487 ayat (2), 495 ayat 

(2) dan 501 ayat (3). 

3) Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera 

       Melakukan suatu tindakan pidana dengan mneggunakan sarana  

karena bendera dirumuskan dalam pasal 52 a KUHP yang berbunyi: 

bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 

a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak    

pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 

pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 

tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. 

b) Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 368, 387, 388 itu  

kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 

ditambah sepertiga. 
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       Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-

Undang No. 73 Tahun 1958. Alasan pemberatan pidana yang diletakkan 

pada penggunaan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, dari sudut 

objektif dapat mengelabuhi orang-orang yang menimbulkan kesan seolah-

olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan dalam 

usahanya melakukan kejahatan itu terwujud. 

       Oleh karena itu dalam pasal 52 a ini disebutkan secara tegas 

penggunaan bendera kebangsaan adalah waktu melakukan kejahatan, 

maka disana tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini berlaku pada 

kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut Undang-Undang di luar 

KUHP. 

        Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residive aecar umum 

ialah apabila apabila seorang melakukan suatu tindakan pidana dan untuk 

itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu: 

a) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. 

b) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban 

menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian 

melakukan tindak pidana lagi.9  

       Menurut Satochid Kartanegara, residive adalah apabila seseorang 

melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang 

berdiri sendiri, disini perbedaan dalam gabungan tindak pidana yang atas 

salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim. 

                                                           
9 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

(Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), 409. 
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       Dari kedua rumusan diatas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus 

dipenuhi yaitu: 

1. Pelakunya sama 

2. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah 

dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap). 

4) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. 

       Undang-Undang sndiri tidak mengatur mengenai pengulangan yang 

artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua 

tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai 

berikut: 

a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 

tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 

pengulangannya. Pengulangan  hanya terbatas pada tindak pidana 

tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. 

b) Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387, 388 KUHP juga 

menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi 

pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 501 ayat (2), 

512 ayat (3) KUHP.  

       Sebagaimana ketentuan pasal 84 tentang tenggang waktu hapusnya 

kewenangan Negara dengan menjalankan pidana ada 5 kategori: 

1.  Mengenai semua pelanggaran lamanya ialah sesudah 2 tahun. 

2.  Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan 

lamanya ialah sesudah 5 tahun. 
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3. Mengenai kejahatan lainnya (sesama dengan daluwarsa bagi hapusnya 

kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategoi yaitu: 

a. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 

kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, ialah sesudah 8 

tahun (6 tahun ditambah sepertiganya). 

b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 

3 tahun, ialah sesudah 16 tahun ditambah sepertiganya. 

       Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan 

ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), 

jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalankan pidana. 

Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau 

ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak 

pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau 

sejak vonis. 

       Bila karena suatu sebab yang tidak dapat dihadiri sehingga pidana 

tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga 

dihitung berdasarkan tenggnag daluwarsa hak Negara menjalankan 

pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak 

keesokan hatinya setelah vonis hakim dapat dijalankan (pasal 85 ayat 1 

KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap. 

       Sehungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan 

penetapan bahwa pelaksanannya dipotong selama terdakwa berada dalam 

tahanan sementara, yang apabila masa tahanan sementaranya itu lebih 
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lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang 

dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan eksekusi lagi, 

maka timbulnya pertanyaan dengan demikian berlaku syarat bahwa 

terpidana telah menjalankan pidana sebagian maupun selurunya. 

       Dalam hal ini tetap ada syarat pengulangan dan oleh karenanya tetap bisa 

terjadi pengulangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa 

tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam 

tahanan sementara), tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan. 

C. Jarimah Ta’zir 

       Menurut istilah, ta’zi>r didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang 

bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 

diterapkan oleh syara’: Ta’zi>r secara harfiyah berarti menghinakan pelaku 

criminal karena tindak pidananya yang memalukan.10 Wahbah Zuhaili 

memberikan definisi ta’zi>r yakni hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 

maksiat atau jinayah yang tidak berkenaan hukuman hadd dan tidak pula kafa>rah.  

       Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ta’zi>r adalah suatu istilah 

untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 

syara’: jari >mah ta’zi>r terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak 

dikenakan hukuman hadd dan tidak pulah kifa>rah. Dengan demikian inti dari 

jari>mah ta’zi>r adalah perbuatan maksiat, yakni meninggalkan perbuatan yang 

diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Misalnya 

meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, menghianati amanat, 

menggelapkan titipan, dan lain sebagainya. Misalnya melakukan perbuatan yang 

dilarang seperti sumpah palsu, penipuan dalam hal jual beli, melakukan riba, 

memakan barang-barang yang haram, menjual obat-obatan diharamkan.11 

                                                           
10 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14. 
11 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 250. 
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       Hukuman bagi jari>mah ta’zi>r belum ditetapkan dan ditentukan oleh syara’, 

melainkan diserahkan kepada ulill amri, baik penentuannya maupun 

pelaksanaannya. Ciri khas jri>mah ta’zi >r adalah hukumannya tidak tertentu dan 

tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara” dan ada 

batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah 

hak penguasa.12 

       Arti ta’zi>r  dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa 

yang tidak ada hadd ataupun kifa>rah. Dengan kata lain, hukuman secara edukatif 

yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang 

hukumannya tidak ditentukan oleh pembuat syari’at, atau tindak pidana yang ada 

hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.13 

       Dasar hukum disyariatkan ta’zi>r terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw 

dan tindakan Sahabat seperti berikut: 

ِ صَلَّى الَّلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَبسََ فِ  هِ أنََّ النَّبِي  ِِ عَنْ بهَْزِابْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أبَيِْهِ عَنْ جَد ِ ََ ى الُّههْ  

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. Menahan 

seseorang karena disangka melakukan kejahatan. 

       Hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang 

yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan 

penyelidikan. 

عَ رَسُولَ الَّلهِ صَلَى الَّلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُْلُ: لاتَجُْلَدوُا فوَْقَ  وَمُسْلِمْ وَأبَوُْ داوَُدَ عَنْ وَأخَْرَجَ الْبخَُارِى  َِ النَّسَاءَِ أنََّهُ سَ

ٍ دِالَّلهِ تعََالَ   عَشْرَةَ أسَْوَاطٍ إلِاَّفِى حَد ٍ مِنْ حُدوُ 

                                                           
12 Ahmad Wardi Muslich, Pengantas dan Asas Hukum Pidana Islam…, 19. 
13 Sayyid Sabiq, Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539. 
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Dari Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa’I telah mendengar 

bahwa Rasulullah Saw berkata: “ Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambukan 

kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala” 

       Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang tidak boleh 

lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jari>mah Hudu>d dan 

mana yang termasuk Jari>mah Hudu>d adalah zina, pencurian, minuman khamr, 

hira>bah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jari>mah-jari>mah tersebut, 

termasuk jari>mah ta’zi >r. Meskipun ada juga beberapa jari>mah yang 

diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwa>th, lesbian, dan lain-lain. Adapun 

tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jari>mah dan hukuman 

ta’zi >r antara lain tindakan Syayidina Umar ibn Kattab ketika ia melihat 

seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia 

mngasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia 

berkata: “asah dulu pisau itu”14 Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab 

memberlakukan ta’zi>r  dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut< 

mengasingkan, memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman 

keras, membakar kampung tempat penjualan khamer, dan membakar istana milik 

Sa’ad bin Abi Waqqash di Kuffah karena menghalangi rakyat untuk menemui 

pemimpin.15 

       Abdul Aziz Amir membagi Jari>mah ta’zi>r secara rinci kepada beberapa 

bagian yaitu: 

1.  Jarimah ta’zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan 

                                                           
14 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 254. 
15 Sayyid Sabiq, Ringkasan Fiqih Sunnah…, 539. 
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       Pembunuhan diancam dengan hukuman mati (qis}a>s), apabila hukuman 

mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat, apabila hukuman 

diya>t dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta’zi>r 

apabila hal itu dipandang lebih maslahat. 

2.   Jarimah ta’zi>r yang berkaitan dengan pelukaan 

       Ta’zi>r yang dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qis}a>snya 

dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan 

oleh syara’. Menurut madzhab Hanafi, Syafi’I, Hambali ta’zi>r juga dapat 

dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jari>mah pelukaan dengan 

berulang-ulang (residiv), disamping dikenakan hukuman qis}a>s. 

3. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak 

       Jari>mah ini berkaitan dengan jari>mah zina, menuduh zina, dan 

penghinaan. Kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zi>r adalah perzinaan 

yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat 

syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian 

pula kasus percobaan  zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-

raba, berpelukan dengan wajah yang bukan istrinya. 

4. Jarimah ta’zi>r yang berkaitan dengan harta 

      Jari>mah yang berkaitan dengan harta adalah jari>mah pencurian dan 

perampokan. Apabila kedua jari>mah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi 

maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk 

dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan 
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hukuma had  tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, 

melainkan ta’zi>r, misalya percobaan pencurian, pencurian yang tidak 

mencapai batas nisbah, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok 

ta’zi>r, pencurian karena adanya  syubhat, seperti pencurian oleh keluarga 

dekat. 

5.  Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

       Jari>mah ta’zi>r  yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti 

saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan  

sidang pengadilan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah 

orang lain tanpa izin). 

6.    Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan umum 

       Jari>mah ta’zi>r yang termasuk dalam kelompok ini adalah jari>mah yang 

menganggu keamanan Negara/pemerintah, kudeta, suap, tindakan 

melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan 

kewajiban, melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan 

menganiaya polisi. 

       Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan badan 

a. Hukuman Mati 

       Untuk jari>mah ta’zi>r, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha 

secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk 

menerapkan hukuman mati sebagai ta’zi>r  dan jari>mah-jari>mah yang 

jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jari>mah tersebut 

dilakukan berulang-ulang. Misalnya, pencurian yang berulang-ulang 
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dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, 

meskipun setelah itu ia masuk Islam. Malikiyah juga membolehkkan 

hukuman mati sebagai ta’zi>r tertentu dan melakukan kerusakan di 

muka bumi. Sebagian fuqaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati 

sebagai ta’zi>r dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang 

menyimpang dari ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah, demikian pula 

hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan 

tidak membedakan antara muhsan dan  ghaira muhsan.16 

b. Hukuman Jilid (dera) 

       Alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang 

pertengahan atau tongkat. Hukuman jilid tidak boleh sampai 

menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang 

terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya 

adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Pukulan atau 

cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan 

diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak 

boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian 

tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.17 

Hukuman Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Kemerdekaan 

a. Hukuman Penjara 

       Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. 

Pertama: Al-Habsu, kedua: As-Sijnu. Pengertian Al-Habsu menurut 

                                                           
16 Ibid., 258. 
17 Ibid., 260. 
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bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata Al-Habsu diartikan juga 

As-Sijnu, dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang 

sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, yang dimaksud Al-

Habsu menurut syara’ bukanlah menahan pelaku ditempat yang smpit, 

melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak 

melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, 

atau masjid maupun tempat lainnya.18 

       Hukuman penjara dalam syari’at Islam dibagi menjadi dua bagian 

yaitu, hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara 

yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara terbatas adalah 

hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman 

ini diterapkan untuk jari>mah penghinaan, penjuam khamr, pemakan 

riba, caci mencari antara dua orang yang berperkara didepan sidang 

pengadilan, dan saksi palsu. Menurut Al-Mawardi, hukum penjara 

dalam ta’zi>r berbeda-beda tergantung kepada pelaku dan jenis jarimah 

nya. Sehingga tidak ada batas tertinggi dan terendah yang pasti dan 

dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta’zi>r, dan 

hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim denganmemperhatikan 

perbedaan kondisi jari>mah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika 

jari>mah itu terjadi. Sedangkan hukuman penjaratidak terbatas, 

maksudnya tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus 

sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertaubat, atau 

                                                           
18 Ibid., 261. 
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disebut juga hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan 

kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seorang yang 

menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti 

orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke depan 

seekor harimau. Hukuman penjara tidak terbatas sampai ia bertaubat 

misalnya dikenakan untuk orang yang dituduh membunuh dan 

mencuri, melakukan homoseksual dan penyihir. Contoh yang lain 

seperti melakukan penghinaan berulang-ulang atau merayu istri atau 

anak perempuan orang lain sehingga ia ke luar rumahnya dan hancurlah 

rumah tangganya.19 

b.  Hukuman Pengasingan 

       Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku jari>mah yang 

dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya 

harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. 

Meskipun awalnya hukuman pengasingan merupakan hukuman had. 

Tetapi dalam praktiknya dapat diterapkan untuk jari>mah ta’zi>r. 

misalnya, orang yang berperilaku mukhannats (waria), tindak pidana 

pemalsuan Al-Qur’an, pemalsuan stempel Baitul Mal. 

       Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Menurut 

Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan 

(membuang) pelaku dari negeri Islam ke Negara bukan Islam.20 

Hukuman Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Harta 

                                                           
19 Ibid., 262-263. 
20 Ibid., 264. 
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        Hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta bukan berarti mengambil 

harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan 

hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa 

diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tafaruf-kan harta 

tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Imam Ibn 

Taimiyah membagi hukuman ta’zi>r berupa harta menjadi tiga bagian 

dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu:21 

a. Menghancurkannya, penghancuran terhadap barang sebagai hukuman 

ta’zi>r berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. 

Contohnya: penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran 

lat-alat music/permainan yang mengandung kemaksiatan, 

penghancuran alat dan tempat minum khamr. 

b. Mengubahnya, hukuman ta’zi>r  yang berupah mengubah harta pelaku 

antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang 

muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip 

dengan pohon. 

c. Memilikinya, hukuman ta’zi>r berupa pemilikan harta pejabat (pelaku), 

antara lain sperti keputusan Rasulullah Saw. Melipatgandakan denda 

bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid.

                                                           
21 Ibid., 265-267. 
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BAB III 

DESKRIPSI TENTANG TERDAKWA YANG MELRIKAN DIRI 

SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 219/PID.B/ 2018/ PN.BGL 

TENTANG ALASAN PEMBERAT PENJATUHAN PIDANA 

A.  Alasan-Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana 

              Pada kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan Nomor 219/ Pid.B/ 

2018/ Pn.Bgl. oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tentang alasan pemberat 

penjatuhan pidana  terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

kematian terhadap korban Herpinto Hadi. Pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 

2014 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di Jalan KZ. Abidin 1 kel. Kebun 

Dahri Kota Bengkulu ( dekat pos satpam PTM ) yang dilakukan oleh 

terdakwa1 Jafri Als Japek Bin Saib, tempat lahir di curup, Janis kelamin laki-

laki, kebangsaan Indonesia, tenpat tinggal di Jl. Kebun Bungsu Rt 07/03 Kel. 

Kb Dahri Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Atau Jalan Melati Gang Taufik 

2 Rt 02/06 Kel. Padang Bulan Kec. Sena Pelan Kota Pekan Baru Propinsi 

Riau, pekerjaan seorang pedagang, dan pendidikan terakhir sd. 

       Kejadian ini berawal dari adanya pertengkaran di antara terdakwa Jafri 

alias Japek  Bin (Alm) Saib dan korban Herpinto Hadi karena terdakwa 

merasa tidak senang anaknya yaitu saksi Novi Oktaviani di marah oleh 

korban karena berhentidi gang masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota 

Bengkulu dengan mengeluarkan kata – kata kasar dengan kata-kata  ”kau kiro 

                                                           
1 Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No. 219/ Pid.B/2018/PN.Bgl tengtang 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian, 1. 
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ini jalan nenek poyang kau pilat, anjing, jalan bapak moyang kau apo ini, 

anak kampang” mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tidak senang 

dan  kemudian menegur korban  namun korban merasa tidak senang ditegur 

oleh terdakwa sehingga terjadilah keributan dan prtengkaran antara keduanya 

lalu korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan 

kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah badan terdakwa namun 

terdakwa berhasil menangkisnya dengan mengunakan tangannya sehingga 

telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukan 

kembali pisaunya kearah terdakwa, terdakwa berhasil merebut pisau tersebut 

dari tangan korban dan kemudian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk 

menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 

korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut 

korban mengalami luka tusuk pada otot lengan Atas tangan Kiri dan Luka 

tusuk pada dada kiri sebagaimana hasil visum Et Repertum Dr. Debby no  : 

VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara 

TK.III Bengkulu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas 

disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam 

sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.2   

       Setelah mendengar korban meninggal dunia, terdakwa beserta istrinya 

melarikan diri ke Jakarta. Setelah satu tahun di Jakarta, terdakwa melarikan 

diri lagi ke Pekan Baru dan berjualan ikan di pasar Pekan Baru dan pada 

bulan Desember 2017, terdakwa ditangkap di pasar ikan Pekan Baru oleh 

                                                           
2 Ibid., 3. 
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pihak yang berwajib setelah melarikan diri selama 4 tahun, dalam putusan ini 

melarikan diri termasuk dalam salah satu hal yang memberatkan terdakwa 

dalam menjalani hukuman pidana. 

       Namun, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya perlu dikaji 

lagi pada bagian pertimbangan hakim tentunya setelah mengetahui kronologi 

kejadiannya dengan runtut dan sistematis. Fakta-fakta yang terungkap dalam 

pemeriksaan di persidangan secara berurut-urut.  

B. keterangan Saksi-Saksi. 

1. Saksi:3 Vera Nopriansyah, dalam persidangan di bawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi tidak kenal dengan 

terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi tahu 

terdakwa di sidang karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang 

yang namanya Herpinto dan saksi adalah istri dari korban Herpinto, 

saudara saksi tidak tahu tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan 

oleh terdakwa terhadap Herpinto karena saksi saat kejadian saksi sedang 

ada di rumah, saksi tahu ada kejadian penganiayaan setelah suami saksi 

pulang ke rumah dalam keadaan berlumuran darah pada hari Sabtu  tanggal 

05 Juli 2014  sekira pukul 16.30 WIB sambil naik sepeda motor suami 

saksi mengatakan kepada saksi bahwa ia baru saja berlago  di Jl. Kz.Abidin 

pasar Minggu Bengkulu. Saat itu saksi melihat suami saksi mengalami 

Luka tusuk di dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri, saksi sempat bertanya 

kepada korban siapa yang nusuk, tapi tidak dijawab oleh korban dan 

                                                           
3 Ibid., 6. 
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korban mengatakan dek antar aku ke rumah sakit sudaj tidak tahan lagi, 

akhirnya saksi membawa korban ke rumah sakit Bayangkara Bengkulu 

sekitar pukul 17.30 WIB, dan pada jam 21.30 WIB korban dinyatakan 

meninggal dunia, saksi tahu suami saksi biasa kerja di BI sebagai cleaning 

service, tapi kalo hari Sabtu Minggu kerja parkir di Pasar Minggu. Saksi 

tidak tahu apa persoalan suami saksi berlago dengan terdakwa. 

2. Saksi:4 Wirna Kapila, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tahu diperiksa karena ada 

pembunuhan terhadap adek sepupu saksi yang bernama Herpinto, saksi 

mengetahu kejadian tersebut dari teman korban kejadianya pada hari 

Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 16.30.WIB di Pasar Minggu 

Bengkulu. saksi tahu dari cerita teman korban sewaktu saksi melihat 

korban di rumah sakit Bayangkara Bengkulu, saksi bertanya kepada teman 

korban dan saat itu dijawab, bahwa penyebabnya adalah anak terdakwa 

parkir di tengah jalan lalu ditegur korban dan saat itu anak terdakwa bicara 

agak keras, lalu kepalanya didorong oleh korban, dan tidak lama kemudian 

terdakwa datang dan berlago dengan korban, lalu korban ditusuk oleh 

terdakwa, dan setelah korban tertusuk lalu terdakwa melarikan diri, 

sementara Korban pulang ke rumah dengan menaiki sepeda motornya 

dalam keadaan terluka dan yang membawa korban Herdianto ke rumah 

sakit adalah isitri korban, saksi juga diberitahu Istri korban kalo korban 

luka habis berlago di Pasar Minggu. Dan mengetahui  korban meninggal 

                                                           
4 Ibid., 4. 
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dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di RS 

Bayangkara Bengkulu, saksi juga tahu korban luka di bagian dada kiri dan 

luka dilengan kirinya. 

3. Saksi:5  Suhardi Bin M. Zum, atas sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan yang 

menjadi korban adalah adek saksi, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2018 

sekira pukul 19.00 WIB, saksi ditelpon Istri Herdianto, dengan 

mengatakan pin berlago kena tuja orang dan kini ada di RS Bayangkara 

Bengkulu, setelah dapat telpon dari istri korban lalu saksi datang ke RS 

Bayangkara. Saksi melihat korban Herdianto dalam keadaan sakit kena 

tujah di bagian dada dan lengan kiri, saksi dapat informasi dari teman 

korban bahwa yang menuja adik saksi tersebut adalah terdakwa, saksi tahu 

korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 juli 2018 sekira pukul 

21.00 WIB. 

4. Saksi:6   Novi Oktaviani, atas sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah 

anak kandung terdakwa, saksi tahu terdakwa disidangkan karena terdakwa 

berlago dengan Herdianto pada tahun 2014 di Pasar Minggu. Akibat 

terdakwa berlago dengan Herdianto, korban Herdianto kena tuja dan 

akhirnya saksi dengan kalo korban meninggal dunia setelah dirawat di 

Rumah Sakit, saksi tahu kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 

                                                           
5 Ibid., 7. 
6 Ibid., 8. 
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2014, dimana saat itu saksi sedang memarkir motor di tempat parkir, lalu 

tiba-tiba datang korban yang memaki saksi dengan mengatakan “kau kira 

ini jalan nenek moyang kau pilat,anjing,jalan bapak moyang kau apo ini, 

anak kampang”, saksi tahu terdakwa mendengar saksi dimaki-maki oleh 

korban, lalu terdakwa berkata kepada korban “ jagolah mulut kau dengan 

anak gadis”.kemudian  menjawab “kau dak tau aku ni” lalu dijawab 

terdakwa “ emang kau siapo “ lalu korban menjawab “ aku ni anak buah 

estor,kalu kau berani aku tunggu kau ya” , setahu saksi terdakwa saat itu 

hanya diam saja sambil menyuruh saksi pergi dengan mengatakan “dak 

apo pergilah”, lalu saksi pergi dan saat itu saksi melihat terdakwa tetap 

kerja mengangkat-angkat barang. Saksi pulang saat magrib, dan saat itu 

ada ibu saksi yang mengatakan ayahmu berdarah-darah, lalu saksi tanya 

ayah kenapa bu, saat itu ibu saksi berkata ayahmu tidak apa-apa, lalu saksi 

diminta ibu saksi untuk menyusul ke rumah Nenek, lalu saksi bersama adik 

saksi dan ibu saksi bergi ke lintang empat lawang sekira pukul 01.00 WIB, 

saat di rumah Nenek saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa 

mengatakan kepada saksi “ ayah berantam dengan orang yang marahi 

kamu, orangnya meninggal, kamu lanjutin aja sekolah di bengkulu”. Satu 

minggu kemudian saksi dapat telpon dari ibu saksi dengan mengatakan 

bahwa ibu, bapak dan adik saksi berangkat ke Jakarta, setelah satu tahun 

ibu saksi menelpon lagi dengan mengatakan ibu bapak serta adik saksi 

pergi ke Pekan Baru. Saksi setelah selesai sekolah saksi pada tahun 2016 
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menyusul ke Pekan baru dan bertemu dengan terdakwa, ibu dan adik saksi 

dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap polisi di Pekan baru.  

5. Saksi:7  Ujang Lisman, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga, bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual ikan di 

pasar Minggu Bengkulu. Pada saat terjadinya kejadian berlagonya korban 

dan terdakwa saksi tidak melihat langsung, tapi saksi diberitahu teman-

teman ojek kalo terdakwa dengan korban kejar-kejaran di trotoar Pasar 

Minggu, saksi juga kenal dengan korban Herdianto, karena korban sering 

datang ke pangkalan ojek Pasar Minggu, saksi dapat cerita dari teman-

teman ojek kalo korban kena tuja oleh terdakwa, setahu saksi saat ini 

Herdianto telah meninggal dunia. Setahu saksi Herdianto dan terdakwa 

berlago karena korban mengganggu anak gadis terdakwa. 

 6. Saksi:8  Ferizal Bin Syarifudin, atas sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut, bahwa saksi kenal denga terdakwa dan tidak ada 

hubungan keluarga, saksi tahu sebelum terjadinya penusukan yang 

menimpah korban Herdianto pada hari sabtu tanggal 5 Juli 2014 di Pasar 

Minggu Bengkulu, korban pada sekitar jam 16.00 WIB mendatangi saksi 

di pangkalan ojek Pasar Minggu, bahwa korban Herdianto saat itu 

bertanya kepada saksi siapa nama lanang itu yang suka pakai king itu” lalu 

dijawa saksi “ Japek Napo” lalu dijawab korban” lanang itu melintang di 

                                                           
7 Ibid., 9. 
8 Ibid., 10. 
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jalan ambo tegur dan saat itu Istrinya marah, ambo ajak berlago kalu 

melawan ambo tunggu di depan lalu dijawab iyolah tunggulaj didepan “. 

Saksi kemudian pergi sebentar untuk menagih uang kurang lebih 30 menit, 

setelah saksi kemabli ke tempat pangkalan ojek Pasar Minggu saksi 

mendengar ibu-ibu berteriak dan saksi kemudian menoleh kearah ibu-ibu 

berteriak dan saat itu saksi melihat korban pergi naik motor dengan 

kondisi berlumuran darah, sementara terdakwa Jafri dalam keadaan jatuh 

dijalan dalam keadaan tangannya berdarah sambil berlarih ke arah kebun 

bungsuh, setahu saksi korban Herdianto meninggal di Rumah sakit pada 

malam harinya. Saksi melihat kejadianya karena saksi berada 10 meter dari 

terdakwa dan korban Herdianto, setahu saksi terdakwa setelah kejadian 

tersebut sudah tidak pernah muncul lagi di Pasar Minggu.  

7. Saksi:9  Ahmad Yani, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut, bahwa saksi adalah anggouta polisi yang melakukan penangkapan 

terhadap terdakwa di Pekan Baru,  saksi dapat informasi dari masyarakat 

kalo terdakwa berada di Pekan Baru, lalu saksi mencari berkas pencarian 

orang atas kejadian penusukan yang terjadi pada tahun 2014 di Pasar 

Minggu Bengkulu, setelah saksi mendapatkan data tentang terdakwa 

sudah lengkap lalu saksi bersama team yaitu Ibda M.Rexky dan Bribka 

Albert pada hari Jum’at tanggal 15 desember 2017 pergi ke Pekan Baru. 

Setelah sampai di Pekan Baru saksi berkoordinasi dengan polisi setempat 

lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah terdakwa 

                                                           
9 Ibid., 10. 
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ditangkap oleh team saksi, lalu terdakwa dibawah saksi ke Bengkulu, 

setahu saksi saat ditangkap terdakwa mengajui terus terang perbuatannya 

telah berlago dengan korban sehingga korban kena tuja dan akhirnya 

korban meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu pada tahun 2014 

C.  Dasar Hukum Hakim  

       Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang 

dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Menyelesaikan 

perkara tersebut sebagai berikut:10 

1. Pasal 338 KUHP (Dakwaan Alternative) 

       Pasal 338 tersebut berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling lama 

lima belas tahun” 

       Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan 

mengakibatkan kematian, karena sulitnya mengukur unsur subjektif ini 

maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai 

teori misalnya: tentang cara, alat yang digunakan berbagai teori, misalnya: 

Bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih 

mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada 

dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja terebut 

diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada 

kesengajaan: Bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk dada dan lengan 

                                                           
10 Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No. 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl tentang 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 

 

atas kiri korban dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban 

terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban 

mengalami luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk 

pada Dada Kiri. Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai niat untuk 

merampas atau menghilangkan nyawa korban, sehingga terhadap unsur ini 

tidak terpenuhi. 

2. Pasal 354 ayat (2)  KUHP (Dakwaan Alternative) 

       Pasal 354 Ayat (2) KUHP berbunyi: jika perbuatan itu 

mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

paling lama sepuluh tahun. 

       Bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk dada dan lengan atas kiri 

korban dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan 

banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami 

luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada 

Dada Kiri. Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai niat untuk 

merampas atau menghilangkan nyawa korban, sehingga terhadap unsur 

ini tidak terpenuhi. 

3. Pasal 351 KUHP (Dakwaan Alternative)   

        Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi: (1) penganiayaan diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana 
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penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibakan mati, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

       Bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian penganiayaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.11  

Bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat 

alternative, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila 

salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi: 

       Bahwa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) 

kali sehingga korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat 

tusukan tersebut korban mengalami luka tusuk pada Otot Lengan Atas 

tangan Kiri dan Luka Tusuk pada Dada Kiri sebagaimana Hasil Visum Et 

Repertum Dr. DEBBY No : VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 

2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan Dari 

Hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa korban mengalami 

luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban 

meninggal dunia. 

       Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang telah terbukti. 

       Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 

                                                           
11 R. Soesilo, Kitab Undag-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia,,1994), 245. 
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alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

       Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan 

alternative, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang majelis 

anggap relevan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan, 

yaitu majelis langsung memilih dakwaan alternatif ke tiga melanggar 

pasal 351 ayat ( 3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 

       Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Alternative 

pasal 351 ayat (3) KUHP Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah 

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian. 

D. Pertimbangan Hakim  

 Sebelum hakim menjatuhkan hukuman maka akan dipertimbangkan hal 

yang memberatkan dan meringankan.12 

1. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.  

terdakwa tidak ada rasa penyesalannya. Terdakwa sempat melarikan diri 

selam 4 tahun. 

2.  Hal-hal yang meringankan:  Terdakwa masih muda dan belum pernah 

dihukum. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, 

sehingga mempermudah  proses persidangan. 

 

 

                                                           
12 Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No. 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl tentang 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 
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E.  Amar Putusan  

       Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tentang tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu. Adalah sebagai berikut:13  

       Memperhatikan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 

sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, dan dalam 

pemeriksaan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 

pemaaf maupun alasan pembenar  yang dapat menghapus sifat pidananya, 

dan terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati. 

       Terdakwa secara terang bersalah, maka menurut Hukum Terdakwa 

tersebut haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya. 

Sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang 

dijatuhkan kepada Terdakwa,  maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan 

Hal- hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

Terdakwa tidak ada Rasa Penyesalannya. Terdakwa sempat melarikan diri 

selam 4 tahun. Hal-hal yang meringankan:  Terdakwa masih muda dan 

belum pernah dihukum. Terdakwa  sopan di persidangan dan mengaku terus 

terang, sehingga mempermudah  proses persidangan. 

                                                           
13    Ibid., 16 
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       Dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan 

tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap 

tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan seusai dengan rasa 

keadilan. Untuk memberikan rasa jerah kepada terdakwa pada khususnya, 

maka pidana yang pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara, sehingga 

bisa memberikan rasa jerah kepada terdakwa maupun kepada masyarakat 

pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang 

dilakukakan oleh terdakwa tersebut. 

       Mengingat dan Memperhatikan pasal 351 Ayat ( 3 )  KUHP, pasal 184 

KUHAP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang bersangkutan. 

       Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan 

terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan 

kemudian memperhatikan beberapa pertimbangan diatas maka Pengadilan 

Negeri Bengkulu mengadili:14 

1. Menyatakan Terdakwa JAFRI Als JAPEK BIN SAIB, terbukti secara sah  

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang 

Mengakibatkan Mati”.  

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut  oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 8 ( Delapan ) Tahun. 

3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan     

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 

                                                           
14 Ibid., 16. 
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5. Membebani Terdakwa Tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2000,- ( Dua Ribu Rupiah ). 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG 

TERDAKWA MELARIKAN DIRI YANG MENJADI ALASAN PEMBERAT 

PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

BENGKULU NO. 219/ PID.B/ 2018/ PN.BGL  

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 

219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl Tentang Terdakwa Melarikan Diri Yang Menjadi 

Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana 

       Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum dibentuk untuk 

mewujudkan tata kehidupan Negara yang aman, tentram, dan jauh dari 

adanya tindak kejahatan. Hukum dalam hal ini berkedudukan sebagai 

penyeimbang antara kepentingan perseorangan dan kelompok untuk 

meminimalisir adanya pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran dalam 

hukum  pidana, dapat pula disebut sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan 

yang dapat dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Sedangkan dalam 

hukum islam istilah jinayah dan jarimah. Istilah jina>yah dan jari>mah memiliki 

kandungan arti yang sama baik dari segi istilah maupun dari segi bahasa. Dari 

segi istilah jina>yah atau jari>mah didefinisikan sebagai larangan-larangan 

syara” yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta”zi>r sedangkan 

dari segi bahasa berarti melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang 

dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan 

keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus.1 

                                                           
1 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 9. 
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Tindak pidana erat kaitannya dengan sanksi pidana, karena segala 

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman 

terhadap yang melakukannya. Dalam suatu Negara yang berdasarkan atas 

hukum, kekuasaan, dalam pemberian hukuman ini diberikan kepada lembaga 

kekuasaan kehakiman yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan 

kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, 

dan mengambil serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya 

termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan. 

Kasus yang penulis bahas yakni terdakwa melarikan diri yang menjadi 

alasan pemberat penjatuhan pidana dalam putusan Nomor:219/ Pid.B/ 2018/ 

Pn.Bgl yang dilakukan oleh terdakwa Jafri Alias Japek Bin Saib. Dalam 

putusan tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 3 dakwaan, 

yang pada pokoknya: 

1. Pasal 338 KUHP (Dakwaan Alternative) 

Pasal 338 tersebut berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun” 

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan 

mengakibatkan kematian, karena sulitnya mengukur unsur subjektif ini 

maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai 

teori misalnya: tentang cara, alat yang digunakan berbagai teori, 

misalnya: 
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Bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang 

lebih mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat 

yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja 

tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada 

kesengajaan: 

Bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk dada dan lengan atas kiri 

korban dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan 

banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami 

luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada 

Dada Kiri. Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai niat untuk 

merampas atau menghilangkan nyawa korban, sehingga terhadap unsur 

ini tidak terpenuhi. 

2. Pasal 354 ayat (2)  KUHP (Dakwaan Alternative) 

       Pasal 354 Ayat (2) KUHP berbunyi: jika perbuatan itu 

mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

paling lama sepuluh tahun. 

       Bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk dada dan lengan atas kiri 

korban dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan 

banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami 

luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada 

Dada Kiri. Majelis Hakim terdakwa tidak mempunyai niat untuk 

merampas atau menghilangkan  nyawa orang lain. 
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3. Pasal 351 KUHP (Dakwaan Alternative) 

       Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi: (1) penganiayaan diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibakan mati, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

       Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut 

Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang telah terbukti. 

       Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

       Bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk , maka 

majelis akan langsung memilih dakwaan yang majelis anggap relevan dan 

sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan, yaitu majelis 

langsung memilih dakwaan alternatif ke tiga melanggar pasal 351 ayat (3) 

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 

       Unsur pertama adalah barangsiapa, yang dimaksud dengan unsur 

barangsiapa yakni menunjukkan orang perseorangan, selaku subyek 

hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah 

diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini orang yang 
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bernama Jafri Aias Japek Bin Saib telah diajukan sebagai terdakwa, yang 

identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap 

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta hukum 

yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi 

serta terdakwa sendiri, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara 

ini tidak terjadi eror in persona (kesalahan orang). Dengan demikian 

berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan. 

Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas 

perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa dalam delik yang didakwakan 

kepada terdakwa telah terbukti. 

       Unsur kedua dengan sengaja melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan mati, yaitu terdakwa melakukan penusukan terhadap 

korban Hardiyanto, karena korban Hardiyanto yang mengajak berlago dan 

berusaha menusuk terdakwa, tetapi terdakwa dapat menghindar dan dapat 

menangkis serangan Hardiyanto hingga tangan terdakwa terluka. Bahwa 

setelah terdakwa berhasil merebut pisau korban lalu terdakwa 

menusukkan pisau tersebut ke dada kiri korban, hingga korban luka 

berdarah. 

       Akibat tusukan terdakwa, korban pada malam harinya pada pukul 

21:00 WIB meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu, selanjutnya 

terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan setahun kemudian terdakwa 

pindah tempat ke Pekan Baru. 
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       Dalam hal ini terdakwa tidak punya niat untuk membunuh korban 

tetapi terdakwa karena adanya perkelaian antara terdakwa dengan saksi 

korban, dan pisau tersebut adalah pisau yang dipegang korban yang dapat 

direbut oleh terdakwa dan kemudian digunakan untuk menusuk dada 

korban. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit menggunakan sepeda 

motor dengan berlumuran darah pada pukul 21:00 korban meninggal 

dunia setelah dirawat di Rs Bayangkara. 

       Majelis Hakim berkesimpulan unsur sengaja melakukan 

penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terbukti. Karena seluruh 

unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternative ketiga 

tersebut telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan 

alternative ketiga. Karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 

sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan 

dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya 

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sudat 

pidananya, dan terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat 

dimintai pertangungjawaban atas segala perbuatannya, maka terdakwa 

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 

       Pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan. 

       Hal- hal yang memberatkan :  

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 

 

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.  

2. Terdakwa tidak ada Rasa Penyesalannya.  

3. Terdakwa sempat melarikan diri selam 4 tahun. 

Hal- hal yang meringankan  :  

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.  

2. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga 

mempermudah  proses persidangan. 

       Dalam Putusan Tersebut Majelis Hakim sepakat menjatuhkan pada 

Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian 

epada terdakwa dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara paling 

lama 7 tahun. 

       Kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini 

yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Menyalahi Nash A-Qur’an tentang pembunuhan terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178-178. 

2. Adanya unsur perbuatan yang mengandung jinayah, yaitu kejahatan 

yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 

tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan 

dikenakan hukuman karena perbuatannya. 

3. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian 

dilakukan terdakwa yang berumur 45 tahun, sudah dinyatakan taklif 
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yang artinya pelaku adalah seorang mukallaf, sehingga dapat dimintai 

pertanggungjawaban terhadap jari>mah yang diperbuatnya.  

       Tujuan Hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang 

ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. 

2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. 

3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan lagi. 

       Dalam hukum positif pelaku tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian ini dikenai hukuman penjara. Hakim 

menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin kegaknya kebenaran, 

keadilan hukum, kepastian hukum seorang. Jadi, bukan hanya balas 

dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Bahkan 

sebenarnya  tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah 

mencari dan menemukan kebenaran materill. Artinya ada tujuan akhir 

yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal 

itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan 

sejahtera.2 

       Dalam hal ini maxima dan minima tersebut, hakim pidana adalah 

bebas dan mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara 

tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak 

                                                           
2 Oemar Seno, Hukum-Hakim Piakim, (Jakarta: Erlangga, 1984), 89. 
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terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan 

kehendaknya dengan kewenangan-kewenangan subyektif, untuk 

menetapkan berat-ringannya hukuman. Hakim harus memperhitungkan 

sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi 

perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat 

kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan 

pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifat sebagai 

bangsa dan hal-hal lain. Mudah tampaknya bagi seorang hakim pidana 

dalam menjatuhkan hukuman, dimana ia dapat bergerak bebas dalam 

menentukan berat ringannya hukuman, jenisnya dan modalitas-modalitas 

hukuman. Tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam KUHP yang 

mengikat padanya, namun demikian perlu disediakan kepada Hakim 

Pidana suatu informasi yang mungkin bukan maxima, akan tetapi sedikit-

dikitnya bersifat optimal. 3 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkulu No. 219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl Tentang 

Terdakwa Yang Melarikan Diri Sebagai Alasan Pemberat Penjatuhan 

Pidana. 

1. Alasan Pemberat Dalam Hukum Islam 

       Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban 

pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. 

Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk 

kepentingan masyarakat. 

                                                           
3 Ibid.,8. 
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       Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu 

mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah  sebelum terjadinya 

perbuatan pidana maupun  untuk menjerahkan pelaku setelah terjadinya 

jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada 

kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat 

menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula 

sebaliknya.4 

       Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 219/ 

Pid.B/ 2018/Pn.Bgl tentang terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan 

pemberat penjatuhan pidana. Apabila perbuatan tersebut dipandang 

dalam hukum Islam maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan 

jinayah. Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan 

syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun 

selain jiwa dan harta benda. 

       Di dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah kasus 

terdakwa yang pernah melarikan diri sehingga menjadi alasan pemberat 

penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa Jafri Alias 

Japek karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan 

seseorang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam perbuatan yang 

menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana disini merupakan jarimah 

ta’zi>r. 

                                                           
4 Ahmad Jazuli, Fiqih Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam,  (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27. 
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       Dalam hal ini perbuatan tersebut masuk dalam jari>mah ta’zir. 

Adapun jari>mah ta’zir  disini bisa diperberat karena adanya alasan-alasan 

pemberat. 

       Dikutip A. Hanafi mengungkapkan  seseorang dianggap sebagai 

pengulang jarimah apabila orang-tersebut sebagai berikut: 

a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jari>mah jina>yah, kemudian  

melakukan jina>yah atau jari>mah. 

b. Orang yang dijatuhkan hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan 

ternyata ia melakukansuatu jari>mah, sebelum lewat lima tahun dari 

masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya 

hukuman karena kadaluarsa. 

c.  Orang yang dijatuhkan hukuman karena jina>yah atau janhah dengan  

hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman 

denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan jari>mah 

yang pertama sebelum lewat lima tahun dari dijatuhkannya hukuman 

tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap 

janhah-janhah yang sama. 

       Dengan melihat beberapa aspek dalam Hukum Islam orang yang 

melakukan tindak pidana harus dijatuhkan  hukuman yang telah 

ditetapkan diatas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku 

mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang 

dijatuhkan kepadanya akan diperberat, apabila ia terus melakukan 

perbuatan tersebut, ia dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukman 
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penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman 

tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi 

tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 

       Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk dalam 

kategori jari>mah ta’zir. Yang mana, jenis hukuman dan berat 

ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat. 

       Hukuman ta’zi>r menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi 

pelajaran. Sanksi ta’zi>r dapat berbeda-beda sesuai tingkat 

kesalahannya. Hukuman ta’zi >r adalah sanksi bagi kemaksiatan yang 

didalammya tidak ada kafarat>, dengan kata lain sanksi atas berbagai 

macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan 

oleh syar’i. Dalam perkara ini, syar’i telah menyerahkan sepenuhnya 

hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada Ulil Amri, 

dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fuqaha telah merinci 

hukuman-hukuman sanksi, mereka juga berijtihad, dan 

melembagakan berbagai pendapat yang ada. 

       Prinsip penjatuhan ta’zi>r, terutama yang berkaitan dengan ta’zir  

yang menjadi wewenang Ulil Amri, artinya baik bentuk maupun jenis 

hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk 

menhilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan 

umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan 

individu. Sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin 
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lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain 

dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat 

kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak 

maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang 

dianggap jari>mah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau 

kriteria kemaslahatan atau kepentingan sudah tidak tampak lagi. 

       Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau Jari>mah diatas 

ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi 

pelaku tindak pidana atau Jari>mah dengan tujuan ini, pelaku Jari>mah 

diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta 

meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana 

merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan 

sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya 

timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus 

dikerjakan atau harus ditinggalkan bukan karena ancaman hukuman.5 

      Dalam hukum pidana Islam kasus terdakwa yang melarikan diri 

dan menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana ini tidak masuk 

dalam unsur-unsur pemberat yang telah disebutkan didalam alasan 

pemberat dalam hukum Islam yakni apabila terdakwa mengulangi 

perbuatan kejahatan yang pernah dilakukannya lagi maka seorang 

terdakwa dapat dikenai hukuman dengan ditambah sepertiga dari 

hukumannya. Dalam hal ini perbuatan terdakwa termasuk jari>mah 

                                                           
5 Rahmat Hakim, hukum Pidana Islam…, 63. 
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ta’zi>r yang berkaitan dengan pelukaan. Menurut Hanafi, Syafi’I, dan 

Hambal ta’zir dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 

jari>mah pelukaan dengan berulang-ulang. Jadi, dalam hal ini 

perbuatan terdakwa dalah hukum Islam dikenai jari>mah ta’zir, yaitu 

jari>mah ta’zir pelukaan dengan hukuman yang dapat ditentutan oleh 

penguasa (Ulil Amri). 

2. Alasan Pemberat Dalam Hukum Positif  

       alasan pemberat penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang 

melarikan diri ini tidak bisa dianggap untuk memperberat hukuman 

kepada terdakwa, sehingga hukuman tidak boleh melebihi batas 

maksimal dari hukuman yang telah didakwakan pada pasal 351 ayat (3). 

Dalam unsur-unsur alasan pemberat hukum dibawah ini yait: 

a. Pemberat Pidana Karena Jabatan 

        Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP 

yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena 

melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 

atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 

kesempatan atau saran yang diberikan kepada jabatannya, pidananya 

ditambah sepertiga. 

       Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP ini 

terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau 

pegawai negeri) ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana 

dengan:   
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1) Melanggar suatu kewajibannya. 

2) Memakai kekuasaan jabatannya. 

3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya. 

b.  Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (Recidive) 

       Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut 

masyarakat dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, 

masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, 

menjalaninya yang kemudian melakukan tindak tindak pidana lagi, 

disana ada pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. 

Tetapi pengulangan dalam arti pidana, yang merupakan dasar 

pemberat pidana ini, tidak cukup hanya melihat berulangnya 

melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat 

tertentu yang ditetapkan Undang-Undang 

c.   Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera 

       Melakukan suatu tindakan pidana dengan mneggunakan sarana  

karena bendera dirumuskan dalam pasal 52 a KUHP yang berbunyi: 

bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 

1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 

pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 

pengulangannya. Pengulangan  hanya terbatas pada tindak pidana 

tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. 

2) Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387, 388 KUHP juga 

menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat 
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terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 501 

ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. 

d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. 

             Undang-Undang sndiri tidak mengatur mengenai pengulangan 

yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap 

semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur 

sebagai berikut: 

1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 

pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 

pengulangannya. Pengulangan  hanya terbatas pada tindak pidana 

tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. 

2)   Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387, 388 KUHP juga 

menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat 

terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 501 

ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. 

       Setelah melihat unsur-unsur diatas maka majelis hakim tidak boleh 

memberikan hukuman pemberat kepada terdakwa dengan alasan terdakwa 

pernah melarikan diri. Karena hukuman itu bisa ditambahkan dengan 

sepertiga dari hukuman apabila seorang terdakwa ataupun korban memiliki 

kualitas khusus seperti yang dijelaskan diatas. Ataupun seorang terdakwa 

tersbut melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Maka, dalam hal 

ini hakim tidak boleh menhukumi melebihi batas maksimal dari apa yang 

telah didakwakan. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: tiada 
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suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah ada sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya. 

1. Dalam pertimbangan hakim yang menjadi alasan pemberat hukuman 

yaitu terdakwa pernah melarikan diri selama 4 tahun. Akan tetapi jika 

dilihat dalam alasan-alasan yang dapat memberatkat hukuman perbuatan 

terdakwa yang melarikan diri tidak bisa dijadikan acuan dalam 

memberatkan hukuman. Pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan 

mandiri dalam menentukan hukuman. Tetapi tidak boleh menjatuhkan 

hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimal dalam pasal yang 

ditentukan.  

2. Dalam Hukum Pidana Islam pelaku kejahatan yang melarikan diri tidak 

dijelaskan secara terperinci, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi 

tindakannya dalam Hukum Pidana Islam termasuk ta’zi>r. Maka yang 

menentukan hukumannya adalah penguasa (Ulil Amri). Sedangkan jika 

dikaitkan dengan jari>mah , maka perbuatan tersebut termasuk 

mengganggu pada kemaslahatan umum atau mengganggu keamanan 

Negara. Adapun dalam Hukum Positif perbuatan terdakwa yang 

melarikan diri tidak termasuk dalam alasan pemberat karena terdakwa 

bukan merupakan seorang yang mempunyai kualitas khusus dan tidak 
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dapat dikenai hukuman tambahan sehingga terdakwa tidak dapat dikenai 

hukuman yang dapat memberatkan. 

B. Saran 

1. Sangat diharapkan bagi para aparatur penegak hukum untuk selalu siap 

dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan bertindak tegas terhadap 

para pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman pidana sesuai apa yang 

telah ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidak-tidaknya 

memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain itu para 

pakar hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam 

tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk 

mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang diberkati oleh 

AllahSWT.        
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